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Kata Pengantar

Transformasi tata kelola pemerintahan saat ini semakin mengarah pada
penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis tata kelola pemerintahan yang
baik (the principles of good administration). Pengaturan dalam sistem hukum
keuangan negara berbasis tata kelola keuangan negara yang baik merupakan
suatu conditio sine qua non untuk mengawal reformasi birokrasi. Penerbitar
buku ini merupakan revisi dengan beberapa penambahan substansial dari buky
sebelumnya dengan harapan agar buku ini bisa semakin komprehensif dalam
memenuhi kebutuhan akademis para pembaca dan peminat hukum keuangan
negara.

Buku ini mencoba menyajikan secara komprehensif sisi-sisi penting
pembaruan dalam prinsip dan tata kelola keuangan negara, dengan tidak
meninggalkan pendekatan yang multi disiplin, supaya perspektif keuangan
negara dapat ditelaah secara lengkap. Tidak ketinggalan pula, analisis dalam
buku ini juga melihat sisi keuangan daerah melalui metode transfer fiskal ke
daerah, dalam rangka menyeimbangkan kapasitas fiskal Pusat dan Daerah,
Masih minimnya terbitan buku menyangkut pembaruan paradigma hukum
pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu alasan penting untuk
mempelajari dengan seksama buku ini.

Diharapkan buku ini bisa dimanfaatkan secara luas baik oleh komunitas
kampus maupun praktisi pemerintahan sebagai salah satu pegangan
dalam memahami maupun mengelola keuangan negara, Semoga buku inj
bisa turut memberikan dorongan secara teoretis dalam membawa sistem
pemerintahan negara ini menjadi lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik. Buku ini didedikasikan untuk pengembangan
akademik dan keilmuan hukum administrasi negara khususnya di bidang
Hukum Keuangan Negara.

Tentu buku ini tidak lepas dari kekurangan di sana sini, meskipun penulis
mencoba menggarap penulisannya secara berhati-hati. Masukan konstruktif
dari sidang pembaca yang budiman akan menyempurnakan buku ini dalam
proses revisi selanjutnya.

Yogyakarta, Juni 2013
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